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Abstrak 
Pancasila dipergunakan dalam pembentukan hukum atau menjadi tonggak utama dalam membentuk 
peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang memanusiakan 
manusia yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena 
itu perlunya pengertian dari keadilan Pancasila guna memberikan kesamaan persepsi tentang 
keadilan yang akan menjadi dasar terbentuknya hukum yang baik. Rumusan masalah sebagai 
berikut. Bagaimanakah karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi 
bangsa Indonesia. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian normative tentang 
hukum positif yang menitik beratkan pada analisis norma perundang-undangan, yang pada dasarnya 
bersifat preskriptif yaitu ketentuan-ketentuan dan cenderung menggunakan analisis dengan 
menggunakan logika Deduksi. Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila merupakan nilai-nilai 
keadilan yang berupa prinsip-prinsip keadilan, memenuhi beberapa asas-asas atau prinsip-prinsip 
yang meliputi prinsip keadilan berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi keadilan 
dengan berlandaskan keadilan dari Tuhan, prinsip keadilan Pancasila mengedepankan hak asasi 
manusia serta memanusiakan manusia sebagai mahkluk sosial yang wajib dilindungi keadilannya, 
prinsip keadilan Pancasila menjunjung tinggi nilai persatuan dan keasatuan demi terciptanya suasana 
kondusif bangsa yang memberikan keadilan bagi warga negara Indonesia, prinsip keadilan Pancasila 
menganut asas musyawarah untuk mufakat dengan cara perwakilan demi terciptanya keadilan bagi 
warga Negara dalam menyatakan pendapatnya masing-masing, dan prinsip keadilan Pancasila 
memberikan keadilan bagi seluruh warga negaranya tanpa kecuali sesuai dengan hak-haknya. 
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A. Pendahuluan 
Keadilan untuk masyarakat majemuk seperti Indonesia belum juga dapat disepakati. 
Persoalannya adalah bentuk keadilan tidak sejalan dengan pemahaman dan penilaian 
tentang keadilan. Keadilan merupakan suatu hal yang sangat sulit untuk diwujudkan. 
Keadilan merupakan dambaan bagi manusia untuk mendapatkan suatu kehidupan yang 
layak, yang terpenuhinya hak-hak mereka dalam menjalani kehidupan. Dalam menjalankan 
kehidupan, manusia merupakan mahkluk sosial yang tidak lepas dari kelemahan dan 
kekurangan. Kelemahan dan kekurangan inilah yang menyebabkan keadilan itu sulit untuk 
diwujudkan karena keadilan adalah milik Tuhan Yang maha Esa. 
Sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia mempunyai banyak suku bangsa, ras dan 
agama. Hal ini yang menyebabkan sulitnya mewujudkan keadilan yang diinginkan oleh 
bangsa yang majemuk seperti yang terjadi di Indonesia, karena definisi dari adil banyak 
ditafsirkan berbeda antara penafsiran oleh suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang 
lain. Akan tetapi bangsa Indonesia merupakan bangsa yang hidup dengan banyaknya 
budaya yang dapat memunculkan aturan-aturan hukum adat, kearifan lokal, dan kebiasaan 
yang menjadi pedoman atau landasan bagi terwujudnya keadilan. 
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Aturan hukum adat, kearifan lokal, dan kebiasaan tersebut, terangkum ke dalam 
suatu bingkai hukum nasional yang dijadikan hukum positif yang berlaku bagi semua suku 
bangsa dan budaya di Indonesia. Norma-norma hukum dan kaidah-kaidah hukum yang 
diperoleh dari suku bangsa, budaya dan agama yang ada di Indonesia, kemudian 
diwujudkan sebagai landasan hukum tertinggi bangsa Indonesia dalam mewujudkan 
keadilan hukum yang diinginkan oleh masyarakat. Landasan atau dasar hukum tertinggi 
bangsa Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 
Penjabaran ke dalam norma hukum yang kemudian dinamakan nilai Instrumental. 
Nilai Instrumental harus tetap mengacu kepada nilai-nilai dasar yang dijabarkannya. 
Penjabaran itu bisa dilakukan secara kreatif dan dinamis dalam bentuk-bentuk baru untuk 
mewujudkan semangat yang sama dan dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai 
dasar itu. Penjabaran itu jelas tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dasarnya. Nilai 
dasar yang dimaksud merupakan nilai yang diambil dari Pancasila. 
Hukum merupakan alat untuk menciptakan keadilan. Keadilan di dalam hukum 
merupakan keadilan yang didambakan bagi seluruh masyarakat yang hidup di dalam 
bingkai hukum itu sendiri. Oleh karena itu, hukum memerlukan dasar dalam membentuk 
keadilan yang dapat diterima oleh masyarakat banyak. Banyaknya permasalahan tentang 
hukum, terutama permasalahan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan 
menimbulkan permasalahan dalam mencapai keadilan. Hukum masih menjadi keinginan 
politik semata, bukan merupakan keinginan masyarakat pada umumnya. 
Dengan menggunakan landasan fundamentalnorm yaitu Pancasila dalam 
pembentukan hukum yang baik, maka Pancasila selalu dan harus dijadikan tonggak utama 
dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan jiwa bangsa 
Indonesia yang memanusiakan manusia yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu perlunya pengertian dari keadilan Pancasila guna 
memberikan kesamaan persepsi tentang keadilan yang akan menjadi dasar terbentuknya 
hukum yang baik. 
Permasalahan yang muncul dalam memaknai hakekat dari Pancasila ini merupakan 
kendala tersendiri dalam membentuk hukum yang baik. Pancasila bersifat fleksibel, 
mengikuti perkembangan jaman yang ada. Beberapa ahli berpendapat berbeda tentang 
hakekat dari Pancasila, tergantung dari kebutuhan keilmuan yang mereka gunakan. Akan 
tetapi, untuk mengkaji dan meneliti hakekat dari Pancasila tentunya perlu pemahaman yang 
sama oleh para ahli, sehingga tidak memunculkan multi tafsir dalam memaknai hakekat dari 
Pancasila. 
Tentunya hakekat keadilan di dalam Pancasila harus dijabarkan dalam bentuk norma 
hukum yang bebas dari kepentingan pribadi maupun golongan. Perwujudan kebenaran dari 
Pancasila ke dalam norma hukum, tentunya Pancasila mampu memberikan nilai tersendiri 
tentang keadilan dalam mewujudkan keadilan hukum bagi bangsa Indonesia. Keadilan 
hukum yang bersumber dari Pancasila, diharapkan mampu memberikan pengertian tentang 
arti kebenaran keadilan yang sesungguhnya, yang berasal dari bangsa kita sendiri, bukan 
warisan dari bangsa asing. Keadilan berdasarkan Pancasila harus diwujudkan, dijabarkan, 
dan direalisasikan ke dalam norma hukum Indonesia agar terwujud keadilan yang 
memberikan perlindungan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indoensia dalam bentuk 
peraturan perundang-undangan. 
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Peraturan perundang-undangan yang baik adalah peraturan perundang-undangan 
yang memenuhi syarat dasar pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimiliki 
oleh bangsa Indonesia. Hal ini harus sesuai dengan keadilan berdasarkan Pancasila, agar 
terwujud keadilan hukum yang diakui oleh seluruh bangsa Indonesia tanpa meragukan 
bentuk keadilan hukum yang ada, karena keadilan hukum dibentuk berdasarkan prinsip-
prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan keadilan Pancasila. 
Tentunya dasar pembentukan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan keadilan 
Pancasila harus ditemukan dengan pemikiran dan pemahaman mendalam tentang 
kebenaran Pancasila sebagai dasar falsafah dan ideologi bangsa. 
B. Pembahasan 
1. Karakteristik Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Falsafah Dan Ideologi Bangsa 
Indonesia 
Filsafat Pancasila adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari 
bangsa Indonesia yang oleh bangsa Indonesia yang di anggap, dipercaya dan diyakini 
sebagai sesuatu (kenyataan, norma-norma,nilai-nilai) yang paling benar, paling adil, paling 
bijaksana, paling baik dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia.2 Pancasila sebagai dasar 
negara sering disebut dasar falsafah negara (phylosofiche grondslag) dari negara, ideologi 
negara (staatsidee). Dalam hal ini Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur 
pemerintahan Negara, dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur 
penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai Dasar Negara.  
Pengertian Pancasila sebagai dasar Negara seperti dimaksud tersebut sesuai dengan 
bunyi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV yang secara jelas menyatakan 
bahwa Pancasila merupakan norma dasar atau fundamental Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Sebagai dasar negara Pancasila dipergunakan untuk mengatur seluruh tatanan 
kehidupan bangsa dan negara Indonesia, artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan 
pelaksanaan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berdasarkan 
Pancasila. Hal ini berarti juga bahwa semua peraturan yang berlaku di negara Republik 
Indonesia harus bersumberkan kepada Pancasila. 
Pancasila sebagai dasar negara, artinya Pancasila dijadikan sebagai dasar untuk 
mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Pancasila menurut Ketetapan MPR 
Nomor III/MPR/2000 merupakan “sumber hukum dasar nasional”. Dalam kedudukannya 
sebagai dasar negara maka Pancasila berfungsi sebagai: 
1. Sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia. Dengan demikian 
Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia; 
2. Suasana kebatinan (geistlichenhinterground) dari Undang-Undang Dasar; 
3. Cita-cita hukum bagi hukum dasar negara; 
4. Norma-norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang 
mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara memegang teguh cita-cita 
moral rakyat yang luhur; 
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5. Sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945, penyelenggara negara, pelaksana 
pemerintahan. MPR dengan Ketetapan No. XVIIV MPR/1998 telah mengembalikan 
kedudukan Pancasila sebagai dasar negara RI.3 
Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang telah dimurnikan dan 
dipadatkan menjadi dasar falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pandangan hidup 
yaitu pandangan dunia atau way of life, yaitu bagaimana cara menjalani kehidupan. Sebagai 
falsafah hidup atau pandangan hidup, Pancasila mengandung wawasan dengan hakekat, 
asal, tujuan, nilai, dan arti dunia seisinya, khususnya manusia dan kehidupannya, baik 
secara perorangan maupun sosial.  
2. Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa (Rechtsidee) 
Pancasila sebagai ideologi bangsa yang artinya Pancasila merupakan kumpulan atau 
seperangkat nilai yang diyakini kebenaranya oleh pemerintah dan rakyat Indonesia dan 
digunakan oleh bangsa Indonesia untuk menata dan mengatur masyarakat Indonesia atau 
berwujud ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia secara keseluruhan, bukan milik 
perseorangan atau golongan tertentu atau masyarakat tertentu saja, namun milik bangsa 
Indonesia secara keseluruhan.4 Pada hakekatnya, Pancasila  tidak lain adalah hasil olah pikir 
dan nilai-nilai asli bangsa Indonesia berkat kemampuannya dalam menghadapi kemajuan 
dan tantangan jaman.  
Pancasila berisikan gagasan untuk menjawab sejumlah persoalan dasar sebuah 
bangsa yang hendak merdeka sekaligus pula gagasan yang berhasil dirumuskan ini menjadi 
gagasan bersama dalam arti diterima sebagai bentuk kesepakatan di atas gagasan-gagasan 
lain tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Membentuk suatu ideologi mencerminkan 
cara berpikir bangsa Indonesia, namun juga membentuk bangsa Indonesia menuju cita-cita 
yang hendak dicapai. Oleh sebab itu, ideologi bukanlah sebuah pengetahuan teoretis belaka 
tetapi merupakan sesuatu yang dihayati menjadi sebuah keyakinan akan sebuah gagasan. 
Ideologi Pancasila adalah satu pilihan yang jelas membawa komitmen bagi bangsa 
indonesia untuk mewujudkannya. Oleh karena itu, semakin mendalam kesadaran ideologis 
setiap bangsa Indonesia akan berarti tinggi pula rasa komitmennya untuk melaksanakannya. 
Komitmen itu tercermin dalam sikap setiap orang Indonesia yang meyakini ideologinya 
sebagai ketentuan yang pasti dan harus ditaati dalam kehidupan bermasayarakat, 
berbangsa, dan bernegara. A. Hamid S. Attamimi dalam karangannya yang berjudul 
”Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia” membahas Pancasila dari 
sudut filsafat hukum. Ia sengaja tidak memakai istilah ideologi dalam karangannya, karena 
menurutnya istilah cita hukum (rechtsidee) lebih tepat, karena ideologi mempunyai konotasi 
program sosial politik yang cenderung menempatkan lain-lainnya termasuk hukum, sebagai 
alatnya dan oleh karena itu berada dalam subordinasinya. Cita hukum itu tidak lain adalah 
Pancasila sebagai pokok-pokok pikiran yang mewujudkan cita hukum bangsa Indonesia.5  
3. Pancasila Sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 
Sebagai dasar Negara, Pancasila merupakan pedoman bagi kehidupan berbangsa dan 
bernegara di Indonesia. Sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila 
tidak dapat lepas dari NKRI begitu juga NKRI tidak dapat lepas dari Pancasila. NKRI tidak 
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akan terwujud jika tidak ada pedoman yang disebut Pancasila. Pancasila merupakan harga 
mati bagi bangsa Indonesia yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara, tentunya sikap dan prilaku bangsa 
Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai yang bersumber dari Pancasila. 
Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila harus direalisasikan ke dalam 
kehidupan nyata yaitu kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila dan 
NKRI ibarat mata uang yang tidak dapat dipisahkan, menjadi satu kesatuan yang utuh 
dalam terlaksananya kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermartabat, menjunjung 
tinggi nilai kemanusiaan dan menjunjung tinggi nilai keadilan. Oleh sebab itu, nilai-nilai 
Pancasila dapat terwujud nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara  melalui adanya 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 
Negara kesatuan adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu 
kesatuan tunggal yaitu pemerintah pusat merupakan kekuasaan yang tertinggi dan satuan-
satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh 
pemerintah pusat untuk didelegasikan. Bentuk pemerintahan kesatuan diterapkan oleh 
banyak negara di dunia.6 Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari 
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, karena dengan  proklamasi, bangsa Indonesia 
berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kedaulatannya bahwa sejak saat itu telah 
lahir negara baru yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang lahir pada tanggal 17 Agustus 1945 belum lengkap menjadi negara karena 
belum mempunyai dasar atau staatfundamentalnorm.  
Pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI telah menetapkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara dan tujuan negara. Para pendiri bangsa Founding 
fathers/mothers sepakat memilih bentuk negara kesatuan karena bentuk negara kesatuan itu 
dipandang paling cocok bagi bangsa Indonesia yang memiliki berbagai keanekaragaman 
suku bangsa dan agama untuk mewujudkan paham negara. Negara Kesatuan Republik 
Indonesia adalah Negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan oleh seluruh 
bangsa Indonesia yang bertujuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tampah 
darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan 
ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan 
keadilan sosial yang sesuai dengan preambule Undang-Undang Dasar 1945. 
Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik. Hal ini sesuai 
dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Kemudian pada BAB XVI Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
Pasal 37 ayat (5) berbunyi “Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia 
tidak dapat dilakukan perubahan”. Melihat pasal tersebut, maka NKRI atau Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sudah disepakati dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat dirubah.  
Sebagai negara hukum yang mempunyai norma dasar yaitu Pancasila, Indonesia 
merupakan negara kesatuan yang tunduk dan patuh terhadap hukum. Peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia harus 
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tunduk dan patuh terhadap norma dasar fundamentalnorm bangsa Indonesia yaitu Pancasila. 
Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu kesepakatan 
yang tidak dapat dirubah. Pancasila tidak bisa lepas dari Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, sebaliknya juga begitu, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bisa lepas dari 
Pancasila sebagai staatfundamentalnorm bangsa Indonesia. Sebagai negara kesatuan yang 
berbentuk republik, negara Indonesia harus tunduk pada norma dasar yaitu Pancasila. 
Segala perilaku moral dan etika bangsa harus sesuai dengan Pancasila, karena Pancasila 
tidak bisa lepas dari Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia.  
4. Karakteristik Keadilan Berdasarkan Pancasila 
Pancasila mempunyai karakter atau sifat yang fleksibel dan mampu memberikan 
tuntutan jaman dalam mengikuti globalisasi perubahan jaman. Di dalam pembahasan 
persoalan keadilan yang muncul di dalam masyarakat, Pancasila mampu memberikan 
jawaban untuk permasalahan itu. Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai 
pembaharuan hukum di Indonesia. Pembaharuan hukum di Indonesia sangat diperlukan 
karena masih banyaknya persoalan-persoalan baru yang belum dapat dijangkau oleh 
hukum. Persoalan-persoalan tersebut seyogyakan diselesaikan sengan satu visi, misi, tujuan 
dan persepsi tentang Pancasila dalam melakukan pembaharuan hukum di Indonesia. Selain 
persoalan-persoalan baru yang belum terselesaikan, persoalan lama juga menjadi 
permasalahan yang juga dianggap urgent untuk segera diselesaikan, mengingat hukum 
selalu hadir dalam kehidupan masyarakat untuk memberikan kepastian, keadilan dan 
manfaat. 
Pada era reformasi saat ini, bahwa Pancasila ikut dalam pandangan bagian dari 
pengalaman masa lalu yang dianggap buruk. Sebagai suatu konsep politik, Pancasila  pada 
jaman orde baru pernah dipakai sebagai legitimasi ideologi dalam membenarkan negara 
orde baru dengan segala tujuannya. Persoalan ini kemudian menjadikan Pancasila 
terlupakan. Jadi sangat sulit untuk dielakkan jika muncul pendeskreditan atas Pancasila  
dimasa kini. Pancasila  ikut disalahkan dan menjadi sebab kehancuran serta menjadi dasar 
utama dalam melakukan kesalahan dengan berkaca pada pemerintahan orde baru.  
Banyak orang enggan berbicara Pancasila dan merasa tidak perlu untuk 
membicarakannya. Bahkan bisa jadi orang yang berbicara Pancasila dianggap ingin kembali 
ke masa lalu. Namun beranjak dari itu, tentunya kita harus mencermati lebih sepesifik lagi 
arti penting dari Pancasila. Di dalam substansi Pancasila terkandung nilai-nilai yang positif 
yang mampu memberikan perubahan bagi bangsa ini. Nilai-nilai positif ini mampu 
memberikan landasan bagi terciptanya suatu keadilan bagi bangsa Indonesia. Relevansi 
dengan keadilan maka nilai keadilan yang terkandung di dalam Pancasila dapat menjadi 
landasan dasar bagi terbentuknya hukum yang berkemanusiaan yang adil dan beradab serta 
berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan dasar dari perlindungan hak asasi 
yaitu memanusiakan manusia secara beradab tanpa mengurangi haknya sedikitpun. 
Sedangkan keadilan sosial merupakan keadilan yang digunakan untuk membedakan 
keadilan sosial dengan konsep keadilan dalam hukum. Keadilan sosial juga merupakan 
salah satu sila dalam Pancasila yaitu sila kelima dari Pancasila  yang dirumuskan dalam 
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat.  
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Dalam sila kedua dan sila kelima tersebut tertuang nilai-nilai tujuan Negara untuk 
menciptakan keadilan dalam konteks kehidupan bersama. Makna dari sila kedua dan sila 
kelima mengandung makna keadilan yang berupa nilai, tentunya harus diwujudkan dalam 
kehidupan bersama. Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan sosial 
yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan 
sesama, hubungan manusia dengan bangsa dan negaranya kemudian yang terakhir adalah 
hubungan manusia dengan Tuhannya. Walaupun banyak pendapat yang memberikan 
persepsi yang sama antara keadilan sosial dan Marxisme, akan tetapi sesuai dengan 
fleksibilitas Pancasila, ideologi ini sudah tidak dapat diaktualisasikan pada era reformasi 
seperti sekarang ini. Keadilan sosial pada era reformasi merupakan keadilan bagi 
masyarakat karena sosial bukan merupakan ideologi Marxisme. Sosial merupakan hal yang 
berkaitan dengan masyarakat bukan merupakan ideologi Marxisme seperti yang diagung-
agungkan oleh komunis.  
Pancasila sebagai akar dari cita hukum bangsa Indonesia memberikan konsekuensi 
bahwa dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai pandangan hidup 
yang dianut akan memberikan arah pada pikiran dan tindakan. Cita hukum adalah gagasan, 
karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, 
yang dalam intinya terdiri atas tiga unsur yakni keadilan, kehasil-gunaan atau manfaat dan 
kepastian hukum. Cita hukum terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai 
produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan keagaamaan dan kenyataan 
kemasyarakatan. Sejalan dengan itu maka, Ilmu hukum dan hukum Indonesia seyogyanya 
bertumpu dan mengacu pada cita hukum tersebut.7 
Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang menjadi norma dasar 
bangsa Indonesia dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Pendapat Aristoteles 
bahwa keadilan harus dipahami dalam pengertian kesamaan. Pendapat ini sesuai dengan 
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa seluruh rakyat 
Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama dalam memperoleh keadilan. Akan tetapi 
Aristoteles membuat pembedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan 
proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit yang 
sama hak dan kewajibannya. Persamaan ini mengartikan bahwa keasamaan hak yang sama 
bagi semua masyarakat dalam memperoleh keadilan hak asasinya. Sebagai contoh hak 
hidup, hak merdeka, hak meyatakan pendapat dan lain-lain. Sedangkan kesamaan 
proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya 
dan prestasinya.  
Pembedaan tersebut, Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan 
seputar keadilan. Pebedaan dan perdebatan tentang keadilan dapat diselesaikan dengan 
memantapkan visi, misi, tujuan dan persepsi tentang Pancasila itu sendiri. Tentunya dengan 
persamaan persepsi dalam memahami nilai-nilai dari Pancasila, akan terwujud persamaan 
persepsi tentang keadilan. Ajaran Thomas Hobbes terletak pada upaya teoretisnya 
mencegah konflik total dalam masyarakat, terkait dengan kecenderungan alamiah manusia 
mementingkan ego-nya. Pengambilan keputusan tentang keadilan jika memiliki norma 
                                                          
7 B. Arief Sidharta, Ilmu Hukum Indonesia, FH Unika Parahyangan, Bandung, 2010.  
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dasar dengan persepsi sama tanpa mengutamakan ego masing-masing individu atau 
kelompok, maka keadilan tersebut diakui sebagai keadilan yang adil. Jadi dapat diartikan 
bahwa karakteristik keadilan Pancasila membutuhkan pemahaman tentang keasamaan visi, 
misi, tujuan dan persepsi dalam menciptakan hukum yang berkeadilan. Pancasila bersifat 
fleksibel dapat berubah-ubah sesuai dengan tuntutan jaman. Dalam pemaknaan nilai-nilai 
dalam substansi Pancasila, seyogyanya pengambil kebijakan mampu menempatkan 
Pancasila pada waktu tertentu dan tempat tertentu sesuai perkembangan jaman yang ada.  
Karakteristik keadilan Pancasila jika dianalisis dengan Theory of Justice John Rawls 
memiliki keasamaan dengan pendapat Aristoteles. Kesamaan pendapat ini yaitu keadilan 
harus dipahami sebagai kesamaan. Manusia sebagai makhluk sosial harus memperoleh 
kesamaan di dalam hukum ataupun keasamaan dalam memperoleh keadilan. Pandangan 
Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di 
dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih 
tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat 
melakukan kesepakatan yang seimbang. Pandangan Rawls tersebut diyakinkan dengan 
ajaran Plato mengenai penggunaan hukum sebagai sarana keadilan yaitu berangkat dari 
idealismenya tentang ”negara ideal” dimana tiap orang berkesempatan menikmati keadilan 
dalam arti setiap orang mempunyai hak yang sama dalam meperoleh keadilan. 
Dalam teorinya Rawls bermaksud mengembangkan suatu tatacara yang akan 
menghasilkan asas-asas keadilan : “Asas-asas keadilan itu menurut Rawls dapat ditentukan 
dengan semacam proses perjanjian di antara anggota-anggota masyarakat dengan 
mengindahkan antara lain kerjasama manusia, moralitas yang minimal, rasa keadilan, 
pilihan rasional, dan apa yang dinamakan primary goods (hal-hal utama yang ingin diperoleh 
setiap orang)”.8 
Berdasarkan tata cara yang demikian itu Rawls menyimpulkan bahwa 2 (dua) asas 
keadilan akan disetujui secara bulat oleh anggota-anggota masyarakat, yaitu: 
1. Setiap orang hendaknya memiliki suatu hak yang sama atas sistem menyeluruh yang 
terluas mengenai kebebasan-kebebasan dasar (basic liberties) 
2. Perbedaan sosial dan ekonomi hendanya diatur sedemikian hingga. 
a. memberikan manfaat yang terbesar bagi mereka yang berkedudukan paling 
menguntungkan. 
b. bertalian dengan jabatan dan kedudukan yang terbuka bagi semua orang berdasarkan 
persamaan kesempatan yang layak.9 
Prinsip keadilan yang pertama menyangkut distribusi dari kebebasan dasar yang 
sama bagi setiap orang dalam arti kesamaan. Kebebasan dasar yang utama adalah Hak Asasi 
Manusia yang wajib diberikan secara sama untuk setiap orang. Prinsip keadilan pertama ini 
sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab sila kedua dari Pancasila. Prinsip 
keadilan yang kedua berkaitan dengan jabatan, kedudukan sosial, penghasilan dan 
kekayaan. Dalam hal ini Rawls menganut asas perbedaan, dalam arti kedudukan sosial tidak 
bisa disamaratakan akan tetapi pembagian keadilan sesuai dengan jasa atau kedudukan bagi 
individu orang tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan distributif.  
                                                          
8 The Liang Gie, Op.Cit. 
9 Ibid. 
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Pandangan Rawls tentang dua prinsip diatas sesuai dengan prinsip keadilan 
Aristoteles yakni jika satu dengan yang lain mempunyai persamaan harus diperlakukan 
sama, jika berbeda harus pula diperlakukan beda, akan tetapi dalam porsi yang sama dalam 
konteks keadilan. Teori keadilan Aristoteles tersebut berdasar pada prinsip persamaan 
(equality). Prinsip persamaan tersebut sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia mengartikan bahwa pemberian hak yang sama kepada 
seluruh rakyat Indonesia sesuai asas persamaan. Kedua prinsip Rawls diatas kemudian 
digunakan sebagai pranata hukum dalam menciptakan kepastian yang berkeadilan serta 
mendistribusikan manfaat. 
Karakteristik keadilan Pancasila yaitu memanusiakan manusia secara adil dan 
beradab sesuai hak asasinya. Hak Asasi Manusia telah melekat semenjak manusia di dalam 
kandungan. Hak Asasi Manusia harus selalu dilindungi karena hukum ada untuk 
masyarakat. Hak asasi merupakan hak perlakuan yang sama dihadapan hukum. Selain 
mamanusikan manusia, karakteristik keadilan Pancasila juga memberikan keadilan sosial 
bagi seluruh rakyat Indonesia. Manusia sebagai mahkluk sosial, sehingga harus saling 
hormat menghormati antar sesama sesuai dengan ajaran Agustinus adalah soal nilai-nilai 
yakni harga dan cinta, dan mengasihi sesama.  
Hormat-menghormati antar sesama bertujuan untuk menghormati hak manusia 
dalam memperoleh keadilan dan kesejahteraan karena keadilan dalam sila kelima Pancasila 
memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karakteristik keadilan Pancasila 
merupakan kaidah-kaidah moral serta nilai Value tentang kebenaran yaitu keadilan yang 
berfungsi sebagai landasan untuk membentuk keadilan hukum dalam pembentukan 
peraturan perundang-undangan yang mengadopsi nilai-nilai keadilan yang berdasarkan 
Pancasila sebagai ideologi bangsa Rechtsidee.  
Cita hukum Rechtsidee tentunya mempunyai tujuan yaitu keadilan. Di dalam hukum, 
keadilan berbeda dengan keadilan sosial Pancasila ataupun dengan kemanusiaan yang adil 
dan beradab. Keadilan dalam hukum secara harfiahnya mempunyai makna yang sempit 
yakni apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil sedang yang melanggar hukum 
dianggap tidak adil. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan pengadilan 
untuk memulihkan keadilan. Berbeda dengan konsep keadilan Pancasila.  
Dalam keadilan berdasarkan Pancasila, merupakan kewajiban moral yang mengikat 
anggota masyarakat dalam hubungannnya dengan anggota masyarakat yang lainnya. 
Keadilan sosial di dalam Pancasila merupakan suatu sumber nilai yang harus dijabarkan 
menjadi keadilan hukum. Tujuan mencapai keadilan itu melahirkan konsep keadilan sebagai 
hasil atau keputusan yang diperoleh dari penerapan atau pelaksanaan sepatutnya asas-asas 
dan perlengkapan hukum. Pengertian keadilan ini dapat disebut keadilan prosedural 
(“procedural” Justice) dan konsep inilah yang dilambangkan dengan dewi keadilan, pedang, 
timbangan, dan penutup mata untuk menjamin pertimbangan yang tak memihak dan tak 
memandang orang.10 
                                                          
10 Glenn R. Negley, “Justice”, dalam Louis Shores, ed., Collier’s Encyclopedia, Volume 13, Crowell_Co-
llier, 1970. 
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Teori keadilan sosial Rawls mencoba menganalisa tentang keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia. Diakui bahwa keadilan adalah sebagai daya hidup manusia yang 
subtansial bagi kehidupan manusia, sehingga di dalam dasar dan ideologi negara Pancasila, 
yang dituangkan dalam dua buah sila, yaitu Sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab 
dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang mewakili ciri khas 
keadilan sosial yang tidak boleh lepas dari sila-sila lain dari Pancasila. Khususnya sila 
kelima yang merupakan salah satu tujuan atau cita-cita yang perlu dicari realisasinya. 
Kesamaan antara perhatian utama Rawls mengenai keadilan sosial dengan keadilan sosial di 
Indonesia, adalah prinsip-prinsip keadilan Rawls dapat berperan sebagai pembatas 
pembagian yang adil. Mengenai hak milik, Negara Indonesia mengakui adanya hak milik 
pribadi. Negara berperanan melindunginya, tetapi tidak berarti memaksakan hak-hak milik 
itu demi tujuan keuntungan yang sebesar-besarnya.  
Mengacu pada pandangan Rawls yang mengatakan bahwa keadilan dapat dicapai 
tanpa perubahan ke arah pemilikan umum atas sarana-sarana produksi.11 Tentunya 
pandangan Rawls tidak lepas dari keadilan sosial Pancasila. Nilai keadilan yang bersumber 
dari Pancasila adalah kemanusiasan yang adil dan beradab yaitu memanusiakan manusia 
sebagai mahkluk sosial dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu memberikan 
kesejahteraan yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bentuk keadilan dan 
mencerminkan sila-sila yang lain dari Pancasila.  
Perbedaan keadilan Pancasila dengan keadilan hukum perlu dipahami, karena 
keadilan Pancasila merupakan nilai moral dan nilai keadilan yang berfungsi sebagai asas-
asas hukum. Asas-asas hukum tersebut dijadikan pedoman dalam penyusunan hukum dan 
diaplikasikan ke dalam masyarakat sebagai aturan hukum. Karakteristik keadilan Pancasila 
merupakan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam Pancasila sebagai asas atau dasar 
untuk membentuk hukum yang pada hakekatnya hukum bertujuan untuk menemukan 
keadilan. Undang-undang sebagai salah satu penjelmaan hukum merupakan upaya untuk 
mewujudkan keadilan tersebut. Dalam perspektif filsafat hukum, hukum mengandung 
sejumlah nilai-nilai yang menjadi landasan atau dasarnya.12 Nilai-nilai atau landasan bagi 
hukum tersebut yaitu nilai-nilai yang bersumber dari Pancasila. 
Nilai kemanusian yang adil dan beradab mencerminkan sikap hormat menghormati 
dan saling menghargai antara sesama manusia. Sikap saling menghargai inilah yang 
diharapkan bagi bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan hidup bermasyarakat sesuai 
dengan Pancasila. Sikap tersebut merupakan sikap yang adil yaitu memanusiakan manusia 
sebagai makhluk yang sama derajat dan kedudukannya dalam memperoleh keadilan. 
Pancasila merupakan falsafah dan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila berisi nilai 
fundamental dan sebagai karakteristik dasar bangsa Indonesia.  
Dalam ilmu hukum, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Oleh 
karena itu, setiap produk hukum harus menyesuaikan diri dengan Pancasila dengan 
menghormati manusia sebagai mahkluk sosial yang membutuhkan keadilan. Dalam negara 
yang berlandaskan Pancasila, pemahaman atas hak-hak asasi manusia dipandang penting 
                                                          
11www.google.com/m?q=keadilan+menurut+rawls+implementasi+keadilan+sosial+Indonesia+anil+
dawan&client=ms-opera-mini&channel=new 
12 Agus Sunoto dan Wahyu Widodo, Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia dan Keadilan di Dalam Hukum, Jurnal 
PPKn FPIPS IKIP PGRI Semarang. www.portalgaruda.org 
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sesuai yang tercantum dalam sila kedua, yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab” 
dengan menempatkan manusia dengan kodrat, harkat dan martabatnya. Negara Kesatuan 
Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan kebebasan 
dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia 
yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi meningkatkan martabat 
kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.13 
Memanusiakan manusia secara adil mencerminkan sikap yang mengutamakan hak 
bagi manusia lainnya. Hak bagi manusia lainnya yaitu hak untuk memperleh keadilan yang 
beradab. Adil dan beradab merupakan hak bagi manusia dalam memperoleh perlindungan 
sebagai manusia. Hak ini berfungsi guna menghilangkan diskriminasi terhadap kaum lemah 
agar keadilan dapat disama ratakan untuk strata sosial yang berbeda-beda. Penyetaraan 
keadilan tersebut sudah mencerminkan sikap adil dan beradab. Akan tetapi definisi adil 
menurut teori keadilan Aristoteles tidaklah demikian. Keadilan disamaratakan bagi seluruh 
umat manusia, akan tetapi porsi keadilan ini dibagi sesuai dengan kondisi kemampuan 
masing-masing individu.  
Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan nilai dari Pancasila yang 
memanusiakan manusia secara adil dan beradab, akan tetapi porsi keadilan ini berbeda 
sesuai kemampuan individu karena keadilan tidak dapat disamaratakan. Kemanusiaan yang 
adil dan beradab menghargai dan menjunjung hak asasi manusia dalam memperoleh 
keadilan bukan memberikan kedudukan yang sama dalam memperoleh penghasilan hidup, 
akan tetapi menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia yang melekat dalam diri seseorang sejak 
dalam kandungan.  
Dalam sila II yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab” terkandung nilai-
nilai kemanusiaan, antara lain adalah pengakuan terhadap adanya martabat manusia. 
Martabat manusia harus diakui karena manusia sebagai mahkluk sosial mempunyai hak 
asasi yang melekat semenjak lahir sampai mati. Hak asasi tersebut wajib dihormati oleh 
manusia yang lainnya sebagai mahkluk sosial, perlakuan yang adil terhadap sesama 
manusia. Memberikan perlakuan yang adil terhadap sesame manusia dalam arti adil 
memperlakukan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Sikap perlakuan yang 
adil tersebut tanpa memandang status sosial individu tersebut sebagai mahkluk sosial, 
pengertian manusia yang beradab yang memiliki daya cipta, rasa, karsa, dan keyakinan 
sehingga jelas adanya perbedaan antara manusia dan hewan.  
Mengakui bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang mempunyai hak asasi 
dalam hidupnya sehingga memperlakukan manusia yang lainnya harus sesuai dengan 
haknya masing-masing dan tidak berbuat sewenang-wenang, dan nilai sila kedua ini diliputi 
dan dijiwai sila pertama, meliputi dan menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. nilai yang 
terkandung di dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab selalu dijiwai oleh sila-sila 
yang lain dari Pancasila, karena Pancasila merupakan kesatuan yang utuh yang tidak dapat 
dipisah-pisahkan. 
                                                          
13 Veive Large Hamenda, Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia, 
Jurnal Vol.II/No.1/Jan-Mrt/2013.www.portalgaruda.org. 
Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai... 
12 
 
Ketentuan-ketentuan yang menunjukkan fungsi sila Kemanusiaan yang adil dan 
beradab, antara lain adalah pengakuan negara terhadap hak bagi setiap bangsa untuk 
menentukan nasib sendiri, negara menghendaki agar manusia Indonesia tidak 
memeperlakukan sesama manusia dengan cara sewenang-wenang sebagai manifestasi sifat 
bangsa yang berbudaya tinggi, pengakuan negara terhadap hak perlakuan sama dan 
sederajat bagi setiap manusia, jaminan kedudukan yang sama dalam hukum dan 
pemerintahan serta kewajiban menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan yang ada bagi 
setiap warga negara.14 
Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab mengandung nilai-nilai perikemanusiaan 
yang harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini meliputi pengakuan 
adanya harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajiban asasinya, perlakuan 
yang adil terhadap sesama manusia, terhadap diri sendiri, alam sekitar dan terhadap Tuhan, 
dan manusia sebagai makhluk beradab atau berbudaya yang memiliki daya cipta, rasa, dan 
karsa. Kemanusiaan yang adil dan beradab meliputi perlindungan hak dan kewawjiban 
yang dimiliki warga Negara dan perlindungan tersebut wajib diberikan oleh Negara, 
sehingga negara mempunyai peranan penting dalam perlindungan terhadap hak asasi 
warganya serta perlindungan terhadap kewajiban warga negaranya. 
Nilai merupakan hal yang berharga yang mempunyai fungsi. Sesuatu yang berharga 
dan dapat difungsikan bagi kehidupan manusia disebut dengan nilai. Relevansi dengan 
keadilan adalah nilai keadilan merupakan sesuatu yang berharga dan berfungsi bagi 
manusia. Istilah keadilan (iustitia) berasal dari kata "adil" yang berarti tidak berat sebelah, 
tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang dan 
dalam arti kesamaan. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan 
adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar 
manusia. Keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai 
dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih, 
melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.15 
Menurut Kahar Masyhur dalam bukunya mengemukakan pendapat-pendapat tentang 
apakah yang dinamakan adil, terdapat tiga hal tentang pengertian adil: 
1. Adil ialah meletakan sesuatu pada tempatnya. 
2. Adil ialah menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang. 
3. Adil ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang 
antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat 
atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran.16 
Adil dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti tidak berat sebelah (tidak 
memihak).17 Adil merupakan keseimbangan antara tidak mengurangi dan tidak menambahi 
sesuatu hal yang dianggap ideal. Adil dalam sila keadilan sosial adalah khusus dalam artian 
adil terhadap sesama manusia yang didasari dan dijiwai oleh adil terhadap diri sendiri serta 
adil terhadap Tuhan. Perbuatan adil menyebabkan seseorang memperoleh apa yang menjadi 
haknya, dan dasar dari hak ini ialah pengakuan kemanusiaan yang mendorong perbuatan 
                                                          
14 kedaulatan.wikia.com/wiki/Kedaulatan_di_Indonesia. 
15 www.pengertianahli.com/2014/01/pengertian-keadilan-apa-itu-keadilan.html?m=1#_. 
16 Kahar Masyhur, Membina Moral dan Akhlak, Kalam Mulia, Jakarta, 1985. 
17 W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1986. 
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manusia itu memperlakukan sesama sebagaiman mestinya. Perbuatan adil inilah yang 
disebut dengan “keadilan”. Keadilan merupakan sifat (perbuatan, perilaku, dsb) yang adil.18 
Dengan demikian, pelaksanaan keadilan selalu bertalian dengan kehidupan bersama, 
berhubungan dengan pihak lain dalam hidup bermasyarakat.  
Hubungan pribadi dengan pribadi harus ada perlakuan sifat adil antara sesama 
warga masyarakat, antara pribadi dengan pribadi. Keadilan yang berlaku dalam hal ini. 
Suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik. 
Keadilan ini bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum. 
Semua tindakan yang bercorak dan berujung ekstrem menjadikan ketidakadilan dan akan 
merusak atau bahkan menghancurkan pertalian dalam masyarakat. Nilai-nilai keadilan 
tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama 
kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh 
warganya serta melindungi seluruh warganya dan wilayahnya, mencerdaskan seluruh 
warganya. 
Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antara 
negara sesama bangsa di dunia dan prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama 
dalam suatu pergaulan antar bangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip 
kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi serta keadilan dalam hidup bersama. 
Keadilan akan terlaksana bilamana hal-hal yang sama diperlukan secara sama dan hal-hal 
yang tidak sama diperlukan tidak sama. Keadilan distributif sendiri yaitu suatu hubungan 
keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib 
memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, 
subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasrkan atas hak dan kewajiban. 
Itulah nilai keadilan yang merupakan suatu hal yang berharga bagi kehidupan manusia, 
oleh karena itu keadilan mempunyai nilai. 
Prinsip yang terkandung dalam keadilan sosial adalah suatu tata dalam masyarakat 
yang selalu memperhatikan dan memperlakukan hak manusia sebagaimana mestinya dalam 
hubungan antar pribadi terhadap keseluruhan baik material maupun spiritual. Keadilan 
sosial ini mencakup ketiga macam keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Keadilan sosial 
sering disamakan dengan sosialisme, adapun perbedaan sosialisme dengan keadilan sosial 
adalah sosialisme lebih mementingkan sifat kebersamaan dalam persaudaraan, sedangkan 
keadilan sosial lebih mementingkan perlakuan hak manusia sebagaimana mestinya. Tetapi 
kedua-duanya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama dalam arti keadilan sosial 
untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur spiritual maupun material.  
Syarat yang harus dipenuhi terlaksananya keadilan sosial adalah semua warga wajib 
bertindak, bersikap secara adil, karena keadilan sosial dapat tercapai apabila tiap individu 
bertindak dan mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Kemudian syarat yang harus 
dipenuhi yaitu, semua manusia berhak untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai manusiawi, 
maka berhak pula untuk menuntut dan mendapatkan segala sesuatu yang bersangkutan 
dengan kebutuhan hidupnya. 
                                                          
18 Ibid. 
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Rumusan seluruh rakyat Indonesia yaitu manusia yang dimaksudkannya ialah 
sekelompok manusia yang menjadi warga negara Indonesia, baik yang berbangsa Indonesia 
asli maupun keturunan asing, demikian juga baik yang berada dalam wilayah Republik 
Indonesia maupun warga negara Indonesia yang berada di negara lain. Perwujudan dari sila 
keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang merupakan pengalamannya, setiap warga harus 
mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan 
kewajibannya serta menghormati hak-hak orang lain. Sila ini mempunyai makna bahwa 
seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, 
ekonomi, sosial, dan budaya sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur. 
Menurut Kahar Masyur keadilan sosial dapat diartikan sebagai “(1) Mengembalikan 
hak-hak yang hilang kepada yang berhak. (2) Menumpas keaniayaan, ketakutan dan 
perkosaan dan pengusaha-pengusaha. (3) Merealisasikan persamaan terhadap hukum antara 
setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan 
tidak wajar”.19 Sedangkan Mohammad Hatta dalam uraiannya mengenai sila Keadilan Sosial 
Bagi Seluruh Rakyat Indonesia menulis demikian “Keadilan Sosial adalah langkah yang 
menentukan untuk melaksanakan Indonesia yang adil dan makmur. Pemimpin-pemimpin 
Indonesia yang menyusun Undang-undang Dasar 1945 mempunyai kepercayaan, bahwa 
cita-cita keadilan sosial dalam bidang ekonomi dapat mencapai kemakmuran yang 
merata”.20 
Nilai keadilan adalah nilai yang menjunjung tinggi norma berdasarkan ketidak 
berpihakan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu hal. Pada hakekatnya adil 
berarti seimbangnya hak dan kewajiban. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia merupakan cita-cita bernegara dan berbangsa yaitu cita hukum bangsa Indonesia. 
Semua itu bermakna mewujudkan keadaan masyarakat yang bersatu, dimana setiap anggota 
masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang serta 
belajar hidup pada kemampuan yang dimilikinya. Segala usaha diarahkan kepada dan 
untuk rakyat, memupuk peningkatan kualitas rakyat, sehingga kesejahteraan tercapai secara 
merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang disebut dengan nilai keadilan berdasarkan 
Pancasila yaitu perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang yaitu 
ekonomi, politik, sosial budaya dan hukum.  
Dalam sila V Pancasila yang berbunyi, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia” terkandung nilai keadilan sosial, antara lain perwujudan keadilan sosial dalam 
kehidupan sosial atau kemasyarakatan meliputi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang 
dimaksud merupakan pemberian hak yang sama rata kepada seluruh rakyat Indonesia. 
maksud dari keadilan sosial berkaitan dengan kesejahteraan, jadi kesejahteraan bagi seluruh 
rakyat Indonesia merupakan suatu keadilan demi kesejahteraan masyarakat banyak. 
Keadilan dalam kehidupan sosial terutama meliputi bidang-bidang ideologi, politik, 
ekonomi, sosial, kebudayaan, dan pertahanan keamanan nasional. Cita-cita masyarakat adil 
makmur, material, dan spiritual, yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan dan 
kemakmuran yang merata merupakan suatu kesejahteraan yang diinginkan bangsa 
Indonesia. Oleh sebab itu, adil makmur merupakan tujuan utama bangsa Indonesia dalam 
mewujudkan keadilan sosial. Keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan menghormati 
                                                          
19 Kahar Masyhur, Loc.Cit. 
20 The Liang Gie, Teori-Teori Keadilan, Penerbit Super, Yogyakarta, 1979. 
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hak orang lain. Sikap ini mencerminkan saling menghargai satu sama lain dalam 
menjalankan kehidupan sosial yang adil. Menghargai hasil karya orang lain yang 
bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama serta melakukan kegiatan dalam 
rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Cinta akan kemajuan 
dan pembangunan.  
Nilai yang terkandung di dalam cinta akan kemajuan dan pembangunan adalah 
moral dan etika masyarakat Indonesia yang memiliki rasa cinta tanah air dan turut serta 
dalam memanjukan pembangunan guna menuju masyarakat Indonesia yang lebih baik. 
Nilai sila V ini diliputi dan dijiwai sila-sila I, II, III, dan IV. Sila-sila dari Pancasila 
merupakan kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Nilai yang terwujud 
dalam salah satu sila selalu tercermin dari sila-sila yang lainnya. Nilai keadilan sosial harus 
dijiwai oleh nilai-nilai dari sila-sila Pancasila yang lainnya agar terwujud keadilan hakiki 
yaitu keadilan berdasarkan Pancasila.  
Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia terkandung nilai keadilan sosial. 
Dalam hal ini harus diperhatikan beberapa aspek yaitu aspek perlakuan yang adil di segala 
bidang kehidupan terutama di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya. Aspek 
perwujudan keadilan sosial itu meliputi kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Aspek 
keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain.  
Keadilan Sosial adalah keadilan dari sila kelima dalam Pancasila. Sila kelima ini tidak 
lain merupakan ujung harapan dari semua sila lainnya yang merupakan perwujudan nilai-
nilai keadilan. Sila pertama sampai dengan sila keempat saling berkaitan satu sama lain dan 
tidak dapat dipisah-pisahkan. Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan 
Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan 
dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Semua sila tersebut harus menghasilkan keadilan 
sosial bagi seluruh rakyat terutama rakyat Indonesia. Oleh karena itu, perumusan kelima sila 
itu pada Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diakhiri dengan kalimat, “serta 
dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. 
Prinsip keadilan sosial itu merupakan simpul dari semua dimensi dan aspek dari ide 
kemanusiaan tentang keadilan. Istilah keadilan sosial tersebut terkait erat dengan 
pembentukan struktur kehidupan masyarakat yang didasarkan atas prinsip-prinsip 
persamaan (equality) dan solidaritas. Dalam prinsip keadilan sosial terkandung pengakuan 
akan martabat manusia yang memiliki hak-hak yang sama yang merupakan hak asasi. 
Prinsip keadilan sosial berbeda dari ide keadilan hukum yang biasa dipaksakan berlakunya 
melalui proses hukum. Prinsip keadilan sosial tentu juga tidak hanya menyangkut persoalan 
moralitas dalam kehidupan bermasyarakat yang berbeda-beda dari satu kebudayaan dengan 
kebudayaan lainnya. 
Seperti dikemukakan di atas, keadilan sosial memang harus dibedakan dari pelbagai 
dimensi keadilan, seperti keadilan hukum, keadilan politik, keadilan ekonomi, dan lain 
sebagainya, meskipun dapat juga dipahami bahwa keseluruhan ide tentang keadilan itu 
pada akhirnya dapat dicakup oleh ide keadilan sosial. Pada akhirnya, keadilan hukum dan 
keadilan ekonomi harus membuahkan hasil akhir pada perwujudan keadilan sosial bagi 
semua. Lebih lanjut Jimly menegaskan bahwa di dalamnya terkandung pengertian bahwa. 
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1. Ketidakadilan yang ada selama ini harus ditanggulangi sampai ke titik yang terendah, 
2. Redistribusi kekayaan, kekuasaan dan status individu, komunitas, dan kekayaan sosial 
(societal good), dan 
3. Negara dan Pemerintah bertanggungjawab atas pemerintahan untuk memastikan 
kualitas dasar kehidupan bagi seluruh warganegara.  Konsep keadilan sosial didasarkan 
atas prinsip Hak Asasi Manusia.21 
Konsep keadilan sosial sering dibahas dalam kaitannya dengan keadilan ekonomi. 
Kebijakan-kebijakan demikian dimaksudkan untuk menciptakan kesempatan yang lebih 
merata dari apa yang ada dalam struktur masyarakat dan untuk menciptakan persamaan 
yang dapat menanggulangi ketidakmerataan yang terbentuk sebagai akibat penerapan 
sistem keadilan prosedural. Pentingnya keadilan sosial inilah, maka dalam konvensi ILO 
(International Labor Organisation) ditegaskan bahwa perdamaian yang abadi hanya dapat 
diperoleh apabila didasarkan atas keadilan sosial. Bahkan, dalam Vienna Declaration dan 
program aksinya, keadilan sosial dirumuskan sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam 
upaya pendidikan Hak Asasi Manusia. 22 
Beranjak dari pendapat diatas, sila kelima dalam Dasar Negara Kesatuan Republik 
Indonesia mengandung makna setiap manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban 
yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. 
Untuk itu dikembangkan perbuatannya luhur yang mencerminkan sikap dan suasana 
kekeluargaan dan kegotong royongan. Oleh sebab itu, diperlukan sikap adil terhadap 
sesama, menjaga kesinambungan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak 
orang lain. Nilai yang terkandung dalam sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia 
didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan 
Beradab, Persatuan Indonesia, serta Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan 
dalam Permusyawaratan atau Perwakilan. Dalam sila ke lima tersebut terkandung nilai-nilai 
yang merupakan tujuan Negara sebagai tujuan dalam hidup bersama. Dalam sila kelima 
tersebut terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama. 
Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan manusia yaitu keadilan dalam 
hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan 
masyarakat, bangsa dan negaranya serta hubungan manusia dengan Tuhannya.23 
Ketentuan-ketentuan yang menunjukkan fungsi sila Keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia, antara lain adalah negara menghendaki agar perekonomian Indonesia 
berdasarkan atas azas kekeluaraan, penguasaan cabang-cabang produksi yang penting bagi 
negara serta menguasai hajat hidup orang banyak oleh negara, negara menghendaki agar 
kekayaan alam yang terdapat di atas dan di dalam bumi dan air Indonesia dipergunakan 
untuk kemakmuran rakyat banyak, negara menghendaki agar setiap warga negara 
Indonesia mendapat perlakuan yang adil di segala bidang kehidupan, baik material maupun 
spiritual, negara menghendaki agar setiap warga negara Indonesia memperoleh pengajaran 
secara maksimal, Negara Kesatuan Republik Indonesia mengusahakan dan 
menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang pelaksanaannya berdasarkan 
Undang-Undang, pencanangan bahwa pemerataan pendidikan agar dapat dinikmati seluruh 
                                                          
21 Jimly Asshiddiqie, Pesan Konstitusional Keadilan Sosial, Makalah, www.jimly.com. 
22 Ibid. 
23 www.pusakaindonesia.org/nilai-dasar-sila-kelima-dalam-pancasila/. 
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warga negara Indonesia menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat 
dan keluarga, dan negara berusaha membentuk manusia Indonesia seutuhnya.24 
Fungsi dari sila kelima ini menunjukkan bahwa sila kelima mengandung nilai-nilai 
tentang keadilan dalam memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai 
keadilan yang terkandung di dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab haruslah 
merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk 
mewujudkan tujuan Negara yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warga negara serta 
melindungi seluruh warga dan wilayahnya, serta mencerdaskan seluruh warganya.  
Nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antara Negara sesama 
bangsa secara Internasional dan prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam 
suatu pergaulan antar bangsa didunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi 
setiap bangsa, perdamaian abadi serta keadilan sosial dalam hidup bersama. Realisasi dan 
perlindungan keadilan dalam hidup bersama dalam suatu Negara berkebangsaan, 
mengharuskan Negara untuk menciptakan suatu peraturan perundang-undangan. Dalam 
pengertian inilah maka Negara kebangsaan yang berkeadilan sosial harus merupakan suatu 
negara yang berdasarkan atas Hukum. Sehingga sebagai suatu negara hukum haruslah 
terpenuhi adanya beberapa syarat pokok yaitu pengakuan dan perlindungan atas hak-hak 
asasi manusia, peradilan yang bebas, dan legalitas dalam arti hukum dalam segala 
bentuknya.25 Nilai-nilai tersebut merupakan karakter atau ciri dari Pancasila itu sendiri yang 
berupa prinsip-prinsip yang utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. 
Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa prinsip merupakan asas 
kebenaran yg menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak.26 Menurut Wikipedia bahasa 
Indonesia, prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun 
individual yang dijadikan oleh seseorang/kelompok sebagai sebuah pedoman untuk 
berpikir atau bertindak.27 Prinsip merupakan fundamental dalam berfikir untuk dasar dalam 
melakukan suatu tindakan positif yang menuju kemajuan. 
Pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyebut sila-sila dalam Pancasila 
merupakan prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan bernegatra Indonesia. Pancasila 
disebutnya sebagai the five principles. Karakteristik keadilan yang terkandung di dalam 
Pancasila adalah kemanusiaan dan kesamaan. Kedua karakteristik tersebut tidak dapat 
dipisah-pisahkan dengan lima prinsip atau lima sila yaitu Pancasila yang oleh Soekarno 
disebut sebagai the five principles. 
Karakter kemanusiaan dari karakter keadilan distributif Rawls Karena kebebasan 
merupakan salah satu hak asasi paling penting dari manusia Rawls sendiri menetapkan 
kebebasan sebagai karakter pertama dari keadilannya berupa, “Kebebasan yang Sama” yaitu 
setiap orang harus mempunyai hak dan sama atas sistem kebebasan dasar yang sama yang 
paling luas sesuai dengan sistem kebebasan serupa bagi semua. Karakter keadilan distributif 
Rawls memiliki persamaan dengan karakter keadilan berdasarkan Pancasila yang 
                                                          
24 kedaulatan.wikia.com/wiki/Kedaulatan_di_Indonesia. 
25 www.pusakaindonesia.org/nilai-dasar-sila-kelima-dalam-pancasila/. Loc.Cit. 
26 http://kbbi.web.id/prinsip. 
27 http://id.m.wikipedia.org/wiki/Prinsip. 
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memberikan perlindungan hak dan kewajiban bagi warga Negara Indonesia. Perlindungan 
tersebut meliputi perlindungan terhadap hak asasi manusia. 
Sila kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan salah satu prinsip perlindungan 
hak asasi bagi warga Negara. Memanusiakan manusia serta memberikan perlindungan hak 
asasi kepada warga Negara merupakan karakteristik yang dimiliki oleh Pancasila sebagai 
falsafah dan ideologi bangsa. Kemanusiaan dalam Pancasila yang memberikan 
perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan bagian dari sila ke tiga kemanusiaan 
yang adil dan beradab. Penjabaran perlindungan hak asasi manusia dalam sila ke tiga 
tersebut tidak boleh dipisah-pisahkan dengan sila-sila yang lainnya dalam Pancasila yang 
merupakan lima prinsip dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Persamaan dari keadilan menurut John Rawls yaitu kebebasan yang sama yang 
sebesar-besarnya, perbedaan, dan persamaan yang adil atas kesempatan. Pada 
kenyataannya, ketiga prinsip itu tidak dapat diwujudkan secara bersama-sama karena dapat 
terjadi prinsip yang satu berbenturan dengan prinsip yang lain. John Rawls 
memprioritaskan bahwa prinsip kebebasan yang sama yang sebesar-besarnya secara leksikal 
berlaku terlebih dahulu dari pada prinsip yang lainnya. Rawls memposisikan adanya situasi 
yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Di dalam Pancasila 
sendiri prinsip keadilan muncul sebagai tolak ukur persamaan.  
Relevansi dengan hukum, persamaan tersebut memberikan perlakuan yang sama di 
dalam hukum, memberikan kedudukan yang sama dihadapan hukum. Persamaan yang 
dimiliki Pancasila, keadilan merupakan milik rakyat Indonesia sesuai dengan lima prinsip 
Pancasila sila ke lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aristoteles berpendapat 
bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Prinsip 
sila ke lima memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia hak-hak mereka. Prinsip sila 
ke lima tersebut tidak lepas dengan prinsip-prinsip lainnya yaitu sila-sila yang lain di dalam 
Pancasila. Prinsip persamaan yang memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia, tentunya tidak lepas dari ke empat prinsip lainnya sebagai kesatuan yang utuh 
yang tidak dapat dipisah-pisahkan. 
Keadilan berdasarkan Pancasila merupakan prinsip dasar yang digunakan untuk 
memperoleh keadilan dalam hukum. Keadilan berdasar Pancasila muncul dari kelima 
prinsip-prinsip yaitu sila-sila Pancasila. Karakteristik keadilan Pancasila mengedepankan 
hak asasi manusia dan memberikan kesamaan hak di dalam memperoleh keadilan. 
Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila merupakan prinsip dasar keadilan yang 
diadopsi dari sila-sila Pancasila. Keadilan yang berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa, 
keadilan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa, keadilan yang 
mengutamakan hak asasi manusia, keadilan yang muncul dari proses negara demokrasi, dan 
keadilan yang sama dalam arti persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam memperoleh 
keadilan.   
Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila mencerminkan keadilan yang diperoleh 
dari Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan seluas-luasnya kebebasan bagi warga negara 
dalam memeluk agama masing-masing tanpa ada paksaan. Keadilan semacam ini 
memberikan persamaan bagi warga negara untuk berhak menentukan agamanya tanpa ada 
paksaan dari pihak manapun. Selain itu dengan prinsip yang pertama dari Pancasila yaitu 
Ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia memiliki keadilan berdasar atas Ketuhanan 
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Yang Maha Esa dengan kata lain keadilan yang diwujudkan berasal dari Tuhan Yang Maha 
Esa dan diakui kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia.  
Pendapat Aristoteles tentang keadilan adalah persamaan. Karakteristik keadilan yang 
diambil dari prinsip pertama dari Pancasila merupakan persamaan yang berdasar atas 
Ketuhanan Yang Maha Esa. Keadilan dari Tuhan tidak membeda-bedakan terhadap 
umatnya. Keadilan dari Tuhan merupakan keadilan hakiki yang tidak dimiliki oleh 
keadilan-keadilan jenis yang lainnya. Irah-irah demi keadilan berdasar atas Ketuhanan Yang 
Maha Esa merupakan prinsip keadilan berdasarkan Pancasila.    
Plato berpendapat bahwa : “Keadilan merupakan suatu kebajikan yang mengandung 
keselarasan dan keseimbangan yang tidak dapat diketahui atau dijelaskan dengan 
argumentasi rasional”.28 Plato selanjutnya mengatakan bahwa : “kebajikan itu terbagi dalam 
4 kategori, yaitu apa yang disebut dengan kebijaksanaan atau kearifan, kemudian 
keberanian atau keteguhan hati, dan kedisiplinan, serta keadilan”.29 Lebih lanjut Plato 
berpendapat bahwa : “keadilan hanya dapat ada di dalam hukum dan perundang-undangan 
yang dibuat oleh para ahli yang khusus memikirkan hal itu”.30  
Agustinus berpendapat tentang keadilan : “Soal nilai-nilai deligere (yakni harga dan 
cinta), dan delicto proximi (mengasihi sesama). Dua nilai ini bernilai bagi politik hukum, 
bukan saja karena Agustinus memasukan dua nilai tersebut sebagai bagian dari keadilan”.31 
Ajaran Thomas Hobbes tentang keadilan terletak pada upaya teoretisnya mencegah konflik 
total dalam masyarakat, terkait dengan kecenderungan alamiah manusia mementingkan 
ego-nya. Bahkan dalam gambaran Hobbes : “Manusia sejak jaman purbakala dikuasai oleh 
nafsu-nafsu alamiah, dan tidak care pada soal-soal keadilan”.32  
Sikap saling menghormati, cinta, perdamaian merupakan ajaran dari Tuhan Yang 
Maha Esa. Keadilan dalam hukum tidak dapat dipisahkan dari sila pertama Pancasila yaitu 
Ketuhanan Yang Maha Esa. Keadilan juga tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai persatuan 
dan kesatuan bangsa. Dengan bersatu maka keadilan di dunia ini akan muncul karena 
memiliki kesepakatan dan persepsi yang sama dalam memaknai keadilan. Selain 
menghormati manusia yaitu memanusiakan manusia, keadilan juga muncul berdasar atas 
musyawarah sehingga terciptalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
Hans Kelsen dalam bukunya general theory of law and state, berpandangan bahwa : 
“hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur 
perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagian 
didalamnya”.33 Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan bahwa. 
Keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan 
yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagian setiap 
perorangan, melainkan kebahagian sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin 
                                                          
28 W. Friedman, Legal Theory, Fourth Edition, Stevens and Son Limited, London, 1960. 
29 Sudarsono, Ilmu Filsafat Suatu Pengantar, Rineka Cipta, Jakarta, 2001. 
30 Op.Cit, Dominikus Rato. 
31 Op.Cit. 
32 Ibid. 
33 Hans Kelsen, General Theory of Law and State, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, 
Bandung, 2011. 
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individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, 
yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan 
yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi 
kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat 
dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah 
pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu 
bersifat subjektif.34 
Menurut Hans Kelsen ,eadilan tentu saja juga digunakan dalam hukum, dari segi 
kecocokan dengan hukum positif terutama kecocokan dengan undang-undang. Ia 
menggangap sesuatu yang adil hanya mengungkapkan nilai kecocokan relatif dengan 
sebuah norma ’adil’ hanya kata lain dari ‘benar’”.35 Keadilan di dalam hukum tentunya 
memberikan nuansa berbeda jika membandingkannya dengan keadilan sosial. Keadilan 
hukum yang tercermin dari norma yang adil inilah yang dianggap sesuatu yang disebut 
dengan ”benar”. Selain beberapa pendapat dari para ahli di atas, Satjipto Raharjo juga 
memperjelas hubungan hukum dengan keadilan. Dikutip dari Bodenheimer dalam Satjipto 
Rahardjo, Menurut Mill. 
Keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan 
yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati 
dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, 
tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai 
kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat 
keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan 
umat manusia.36 
Dalam Ridwan Halim, Purnadi Purbacaraka berpendapat bahwa : “pada dasarnya 
merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan 
kesebandingan hukum”.37 Keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus 
penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan 
perlakukan seimbang antara hak dan kewajiban. Apabila ada pengakuan dan perlakukan 
yang seimbang hak dan kewajiban, dengan sendirinya apabila kita mengakui “hak hidup”, 
maka sebaliknya harus mempertahankan hak hidup tersebut dengan jalan bekerja keras, dan 
kerja keras yang dilakukan tidak pula menimbulkan kerugian terhadap orang lain, sebab 
orang lain itu juga memiliki hak yang sama (hak untuk hidup) sebagaimana halnya hak yang 
ada pada diri individu.38 
Keadilan berdasarkan Pancasila mempunyai perbedaan dan kesamaan dengan 
keadilan yang lainnya. Persamaan dari keadilan berdasarkan Pancasila dengan keadilan 
yang lainnya yaitu memberikan hak yang sama terhadap  warga negara dalam memperoleh 
hak nya sesuai dengan kapasitas warga negara itu sendiri. Sedangkan perbedaannya adalah 
                                                          
34 Ibid. 
35 Hans Kelsen, Pengantar Teori Hukum, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2009. 
36 Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2006. Lihat 
juga H.R Otje Salman, Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah), PT. Refika Aditama, 
Bandung, 2010, Ibid. 
37 Ridwan Halim, Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005. 
38 Suhrawardi K. Lunis, Etika Profesi Hukum, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000. 
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keadilan berdasarkan Pancasila merupakan keadilan murni dari bangsa Indonesia. Keadilan 
murni tersebut diperoleh dari prinsip-prinsip keadilan Pancasila yang diperoleh dari 
berbagai suku bangsa di Indonesia. Oleh sebab itu, keadilan berdasarkan Pancasila 
merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila dalah NKRI 
dan NKRI adalah Pancasila. Konklusinya, perbedaan antara keadilan yang lainnya dengan 
keadilan berdasarkan Pancasila terletak pada NKRI nya. Selain itu, perbedaan yang 
menonjol terletak pada negara sekuler dan non sekuler, dimana keadilan berdasarkan 
Pancasila (non sekuler) mengedepankan keadilan berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa 
Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila yang berlandaskan prinsip pertama 
dari Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, karakteristik keadilan 
berdasarkan Pancasila mencerminkan bentuk keadilan yang berdasar atas Ketuhanan Yang 
Maha Esa. Keadilan yang muncul merupakan keadilan yang bersumber dari Tuhan yang 
diwakilkan kepada manusia untuk menciptakan manusia yang adil dan beradab serta 
keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. 
Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila yang berlandaskan prinsip kedua dari 
Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, menunjukkan bahwa keadilan hanya 
untuk kepentingan manusia sebagai makhluk sosial. Kemanusiaan memberikan arti bahwa 
keadilan tersebut memberikan apa yang menjadi hak manusia tersebut. Hak yang diberikan 
berupa keadilan yang diwujudkan oleh penguasa atau pemerintah. Karakter keadilan 
tesebut memberikan perlindungan kepada manusia dalam memperoleh keadilan. 
Memberikan perlindungan hak asasi manusia sebagai makhluk yang beradab dengan cara 
memanusiakan manusia sebagai mana makhluk sosial yang membutuhkan keadilan.  
Prinsip kedua dari Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Secara teori 
negara hukum, kemanusiaan merupakan hal yang utama dalam mewujudkan keadilan. 
Manusia membutuhkan keadilan dalam perlindungan hak asasi mereka sebagai makhluk 
sosial yang wajib dihormati dan dihargai. Konsep negara hukum selalu mengedepankan 
perlindungan hak asasi manusia. Konsep keadilan berdasarkan prinsip kedua dari Pancasila 
tersebut memberikan keadilan berupa perlindungan hak asasi manusia. Memanusiakan 
manusia serta menghargai dan menghormati hak-hak dasar manusia dalam memperoleh 
keadilan. 
Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila menumbuhkan persatuan bagi 
terwujudnya keadilan di Indonesia. Sesuai dengan prinsip ketiga dari Pancasila yaitu 
persatuan Indonesia, maka keadilan yang terwujud membutuhkan kesepakatan bersama 
dalam menentukan antara keadilan dan ketidak adilan. Kesepakatan tersebut membutuhkan 
persatuan demi mewujudkan keadilan. Karakteristik keadilan berdasar Pancasila perlu 
diwujudkan dengan persamaan persepsi tentang makna dari keadilan. Persamaan persepsi 
tersebut membutuhkan persatuan dalam mewujudkan keadilan. Prinsip persatuan Indonesia 
menumbuhkan sikap dan persepsi yang sama dalam memaknai arti dari keadilan. Keadilan 
dalam arti persamaan, secara teori membutuhkan persamaan persepsi dan cara pandang 
tentang arti dari keadilan. Karakteristik keadilan berdasar Pancasila membutuhkan 
persamaan persepsi tentang keadilan dengan cara menumbuhkan persatuan dan kesatuan 
bangsa. 
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Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila yang sesuai dengan prinsip keempat 
dari Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan/perwakilan. Prinsip tersebut menjunjung tinggi sistem negara demokrasi 
guna mewujudkan keadilan yang diinginkan warga negara melalui perwakilannya. Dengan 
sistem demokrasi, maka diharapkan keadilan akan terwujud melalui perwakilan-perwakilan 
rakyat dalam menentukan kebijakan yang tentunya memberikan keadilan.   
Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila secara teori negara hukum 
membutuhkan bentuk musyawarah untuk mewujudkan keadilan. Musyawarah tersebut 
mewujudkan pemerintahan yang wajib memberikan perlindungan keadilan bagi warga 
negara. Prinsip keempat dari Pancasila tersebut memberikan perwujudan demokrasi dari 
rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat guna mewujudkan keadilan. Keadilan akan terwujud 
jika direalisasikan oleh pemerintahan yang bersih yang mengedepankan perlindungan bagi 
warga negaranya dalam memperoleh keadilan. 
Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila sesuai dengan prinsip kelima dari 
Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan persamaan yang 
adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Persamaan tersebut memberikan perwujudan adil 
dengan seadil-adilnya kepada warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum. 
Perlindungan hukum yang sama tersebut mencerminkan perlindungan hukum untuk 
diperlakukan sama dihadapan hukum bagi seluruh warga negara guna mewujudkan suatu 
keadilan. 
Prinsip kelima dari Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
Persamaan tersebut mewujudkan keadilan yang diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia 
dalam memperoleh keadilan. Keadilan diwujudkan demi kepentingan seluruh rakyat 
Indonesia. Prinsip tersebut memberikan keadilan yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia.  
Keadilan yang sama tersebut sesuai dengan teori keadilan yaitu keadilan dalam arti 
persamaan. Perlindungan pemerintah dalam mewujudkan keadilan tidak ada pengecualian 
bagi warga negaranya dalam memperoleh keadilan. Keadilan diberikan sama sesuai dengan 
hak dan kewajiban warga negara. 
Karakteristik keadilan Pancasila merupakan bagian bentuk keadilan yang berupa 
asas-asas dalam membentuk hukum. Hal ini perlu dibedakan antara keadilan hukum dan 
keadilan Pancasila. Keadilan berdasarkan Pancasila mengedepankan hak asasi manusia serta 
perlindungan yang sama dihadapan hukum dalam realisasinya sebagai asas-asas 
pembentukan hukum yang berdasarkan Pancasila. Karakteristik keadilan berdasarkan 
Pancasila yang berupa perlindungan hak asasi manusia dan persamaan dihadapan hukum, 
tentunya tidak lepas dari prinsip-prinsip lima sila dari Pancasila. Keadilan berdasarkan 
Pancasila diolah dari pemikiran tentang lima prinsip yaitu Pancasila sebagai asas 
pembentukan hukum berdasarkan keadilan Pancasila yang mengedepankan hak asasi 
manusia dan perlindungan yang sama dihadapan hukum. 
Ada beberapa karakteristik yang berkaitan dengan keadilan yang berdasarkan 
Pancasila. Pancasila sendiri mempunyai karakteristik atau ciri khas sebagai berikut: 
1. Pancasila sebagai Falsafah bangsa yang hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia, negara 
yang lain tidak. Pancasila merupakan hasil olah fikir asli bangsa Indonesia yang 
mencerminkan kebenaran. Sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Falsafah Pancasila mencerminkan dasar negara dalam menemukan hakekat 
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kebenaran yang menjadi pedoman dalam hidup. Bangsa Indonesia mendapatkan 
limpahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa dengan Pancasila agar terjalinnya 
kehidupan berbangsa dan bernegara yang mencerminkan keadilan, kemanfaatan dan 
perlindungan. Rahmat tersebut diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa 
Indonesia merupakan anugerah yang tidak diberikan kepada bangsa lain. Jadi, Pancasila 
murni lahir dari olah fikir founding fathers/mothers kita dalam menentukan arah tujuan 
bangsa.  
2. Fleksibel dalam arti mampu ditempatkan pada kondisi perubahan jaman. Sifat fleksibel 
Pancasila terbukti bahwa Pancasila mampu mengikuti perubahab jaman dari periode 
orde lama, periode orde baru, dan periode reformasi sampai sekarang ini. Dalam 
mengikuti perkembangan jaman, Pancasila mampu menempatkan nilai-nilai yang 
terkandung di dalamnya sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Perubahan periode pemerintahan tidak merubah substansi dan nilai-nilai yang 
terkandung di dalam Pancasila, akan tetapi substansi dan nilai-nilai tersebut mampu 
memberikan kontribusi yang positif dalam era pemerintahan dalam berbagai periode. 
Di sinilah Pancasila dapat disebut fleksibel karena mampu menempatkan dirinya dalam 
perubahan dan perkembangan jaman sesuai dengan tujuan kehidupan berbangsa dan 
bernegara.  
3. Kelima sila merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. 
Dalam pemaknaan substansi dari Pancasila, merupakan suatu kewajiban bahwa 
substansi Pancasila tidak dapat dipisah-pisahkan. Hal ini mencegah agar tidak terjadi 
multi tafsir tentang Pancasila. Pemaknaan sila-sila Pancasila secara utuh dan tidak 
terpisahkan, maka dapat memunculkan penafsiran yang sama, tujuan yang sama serta 
persepsi yang sama dalam memaknai Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa 
dan bernegara. Dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan satu kesatuan yang 
utuh, sila-sila dalam Pancasila tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya karena 
sila-sila tersebut saling berkaitan dan saling memberi cerminan nilai positif, satu sila 
dengan sila-sila yang lainnya. 
4. Pancasila merupakan NKRI dan NKRI merupakan Pancasila karena Pancasila dan NKRI 
merupakan suatu kesepakatan yang tidak akan dirubah. Pancasila ada karena NKRI dan 
NKRI ada berdasarkan Pancasila. Hal ini menunjukkan hubungan yang erat antara 
Pancasila dan NKRI. Pancasila dan NKRI merupakan kesatuan yang tidak dapat 
dirubah dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya karena Pancasila 
merupakan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI). 
5. Mampu memberikan dasar keadilan sesuai dengan corak dan budaya bangsa Indonesia. 
Karena Pancasila diakui kebenarannya secara koheren, korespondensi, dan pragmatik, 
tentunya Pancasila sudah diakui sejak Pancasila dilahirkan. Pancasila diakui 
kebenarannya oleh banyak orang dan berfungsi sebagai pedoman bangsa Indonesia 
yang diakui sejak dulu sampai sekarang. Kebenaran tersebut merupakan keadilan yang 
bersumber dari Pancasila dapat diakui kebenarannya. Keadilan berdasarkan Pancasila 
merupakan keadilan yang benar-benar memberikan yang dibutuhkan dalam kehidupan 
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berbangsa dan bernegara, mampu memberikan perlindungan terhadap hak dan 
kewajiban warga negara serta memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia. 
Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila meliputi nilai keadilan yang bersumber 
dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia yang merupakan perwujudan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai 
keadilan yang muncul dari kedua sila tersebut, mencerminkan nilai-nilai dari sila-sila yang 
lainnya. Dapat disimpulkan bahwa nilai keadilan Pancasila merupakan cerminan satu 
kesatuan yang utuh dari sila-sila yang terdapat di dalam Pancasila yang muncul dari 
perwujudan Negara Kesaturan Republik Indonesia (NKRI).  
Keadilan berdasarkan Pancasila menganut beberapa asas-asas yang meliputi keadilan 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, memanusiakan manusia dengan mengutamakan 
Hak Asasi Manusia yaitu hak dalam memperoleh keadilan, persatuan dalam mewujudkan 
keadilan, keadilan dapat diakui kebenarannya bagi seluruh rakyat Indonesia, dan perlakuan 
yang sama di hadapan hukum.  
Dari karakteristik Pancasila di atas, bahwa karakteristik keadilan berdasarkan 
Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa meliputi beberapa prinsip yaitu: 
1. Prinsip keadilan Pancasila berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi 
keadilan dengan berlandaskan keadilan dari Tuhan. Oleh sebab itu, keadilan 
berdasarkan Pancasila mengakui adanya agama dan kepercayaan pada masing-masing 
individu warga Negara. 
2. Prinsip keadilan Pancasila mengedepankan hak asasi manusia serta memanusiakan 
manusia sebagai mahkluk sosial yang wajib dilindungi keadilannya. 
3. Prinsip keadilan Pancasila menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan demi 
terciptanya suasana kondusif bangsa yang memberikan keadilan bagi warga negara 
Indonesia. 
4. Prinsip keadilan Pancasila menganut asas demokrasi demi terciptanya keadilan bagi 
warga Negara dalam menyatakan pendapatnya masing-masing berdasar atas 
musyawarah untuk mufakat. 
5. Prinsip keadilan Pancasila memberikan keadilan bagi seluruh warga negaranya tanpa 
kecuali sesuai dengan hak-hak nya. 
Dari beberapa prinsip keadilan berdasarkan Pancasila yang telah disebutkan di atas, 
bahwa keadilan Pancasila mempunyai perbedaaan dengan keadilan-keadilan yang lainnya. 
Keadilan Pancasila merupakan keadilan yang diambil dari karakter bangsa Indonesia itu 
sendiri. Teguh Prasetyo mencoba membandingkan pemahaman tentang keadilan menurut 
teori Teguh Prasetyo dengan keadilan menurut John Rawls. Sasaran akhir teori keadilan 
bermartabat adalah hukum dan sistem hukum berdasarkan Pancasila, sedangkan sasaran 
akhir teori keadilan John Rawls justice os fairness adalah sistem politik demokrasi sesuai 
dengan rule of law.39 
Pancasila lahir dari bangsa Indonesia, oleh sebab itu, keadilan berdasarkan Pancasila 
merupakan keadilan yang hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sendiri sesuai dengan 
prinsip-prinsip keadilan Pancasila yang telah disebutkan di atas. Perbedaan keadilan 
berdasarkan Pancasila dengan keadilan lainnya yaitu secara teori adalah Pancasila 
                                                          
39 Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum, Nusamedia, Bandung, 2015. 
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merupakan bagian dari NKRI dan sebaliknya NKRI merupakan bagian dari keadilan 
berdasarkan Pancasila. NKRI harga mati bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan 
keadilan. 
C. Penutup 
Dari pembahasan tentang karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila sebagai 
falsafah dan ideologi bangsa maka kesimpulan yang dapat diambil adalah Karakteristik 
keadilan berdasarkan Pancasila merupakan nilai-nilai keadilan yang berupa prinsip-prinsip 
keadilan, memenuhi beberapa asas-asas atau prinsip-prinsip yang meliputi prinsip keadilan 
berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi keadilan dengan berlandaskan 
keadilan dari Tuhan, prinsip keadilan Pancasila mengedepankan hak asasi manusia serta 
memanusiakan manusia sebagai mahkluk sosial yang wajib dilindungi keadilannya, prinsip 
keadilan Pancasila menjunjung tinggi nilai persatuan dan keasatuan demi terciptanya 
suasana kondusif bangsa yang memberikan keadilan bagi warga negara Indonesia, prinsip 
keadilan Pancasila menganut asas musyawarah untuk mufakat dengan cara perwakilan 
demi terciptanya keadilan bagi warga Negara dalam menyatakan pendapatnya masing-
masing, dan prinsip keadilan Pancasila memberikan keadilan bagi seluruh warga negaranya 
tanpa kecuali sesuai dengan hak-hak nya. Sebagai falsafah bangsa, Pancasila tidak lepas dari 
kajian filosofi untuk menentukan tujuan Negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Berlandaskan falsafah Pancasila, bangsa Indonesia mampu menuntun dirinya kearah 
kebenaran yang memberikan kemajuan bagi terciptanya kehidupan berbangsa dan 
bernegara yang sesuai dengan tujuan Negara dengan menggunakan Pancasila sebagai 
ideologi bangsa. Norma dasar Pancasila memiliki karakteristik khusus yaitu prinsip keadilan 
yang berbeda dengan prinsip-prinsip keadilan yang lainnya. Keadilan berdasarkan Pancasila 
memiliki perbedaan dengan keadilan lainnya yaitu pada NKRI-nya. Keadilan berdasarkan 
Pancasila murni lahir dari NKRI sedangkan prinsip-prinsip keadilan yang lainnya lahir dari 
adaptasi barat. Oleh sebab itu Pancasila dan NKRI tidak dapat dipisahkan dalam mengkaji 
apa yang disebut dengan keadilan berdasarkan Pancasila. 
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